
B.UPATI :BARIT·O UTAH.A 

.PROVlli:SJ KALIMAXTAN TBNGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR J'f TAHDN 2016 

TENTANG 

PBRUBAHAN' KETIGA ATAS PERATVRAN BUPATI BARITO UTARA 

NO �OR 40 TAHON 2015 HNTAN·G PE,NJABARAN' ANGGA._RAN PENDAPATAN 
!>AN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016, 

Mt ngjugat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YA.MG MAHA ESA 

B,UPATI BARITO UT.ARA 

a. bah va Penjahar-an Anggara_n Pendapa:ta:n da.n Belanja Daer.ah
Tahun Anggaran '016 telah ditetapkan berdasarkan Peratur.an

Bupat:i Ban o Utara Nomor 40 Tah:un 2015 tentang PenJabarn:n
A:Qggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahu. Anggaran 2016
sebagaimana telah diubah b berapa kali Le1·akb' dengan.
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 01 16 tentang

Perubahan Kedua Atas Pt:raturan Bupa:ti Barito Utara Nomor
0 Tahun 2015 t ntang C"..njabaran nggaran P.endapatan dan. 

Belanja Daerah Tabun Artgga.ran 2016; 
b. bah:wa sehubung;m dengan adanya Peraturan Daerab Kabupat n

arit.o Utara omor 5 Tahun 2015 tentang r.ganfsa i dan Tata
Ker:ia Badan Penanaman Modal dan Pelayanan TerpadU Sa.tu

P"i:itu Kabupaten Barito Utara, maka sebagaimana di.maksud pad.a
buruf a. perlu dilakukan pern bahan •rang ditetap)wn dengan

Peratura:n Bupati , arito Utara ;

1. Undang--Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapen
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 t_ ntang
Pembentukan a. ra.h Tingka U di Kalimaptan {Lemba:ran Negara

Republik Indonesia. Tabun 1953 Nomor 91 s ba:gai Undang­

Unde.ng (Lem.banm Negara Tahun 9·59 Nomor 72 Tambahan
Lemba.ran Negara Nomor 1820) ,Bebagaimana dah beberapa .kali

diubah t rakhir deng Undang-Unda.ng Nomo,r .8 'ahun 1965
ten:tang p-mb -ntukan Daerah Tingka:L JJ Tanah Laut, Daerah
Tingka:l ll 'fap:in dan Daerah Tin,gkat U Tabalong dengan

m.engubah Undang_-U dang Norn. r 27 Ta.bun 1959 tentan:
Penetapan Un.dang-'Undang Darura.t Nomor 3 Tahun 1953 'tentang
Pembentu.kan Daerah Tingka U di Kalimantan {Lembaran N .gara
Republik Jndonesia Tabun 1965 Nomor 51,, Tambahan. Lembaran
Negara Republik lndot:iesia Nornor 2756};



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Le.mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1); 

3. Undang-Un dang Nomor 17 Tahttn 2003 tentang Keuangfl.n Negara 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Unda.ng Nornor I Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan 
Negara (Lemb.aran Negara Repttblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Lernbaran 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 442 l); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pe.rimbangan 
Keuangan an(ara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik ln.donesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembara.n Negara, Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 1.30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perunclang-undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tah.un 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

.LO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 
5587) scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintab Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Ta.hun 2004 Nomor 90, Tambahan 
l,etnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 16) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerin tah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4705); 
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b. BELANJA LANGSUNG : 
l. Belanja Pegawaj : 

- SemuJa Rp. 43. 711. 775.556,00 

- Bertambah/(berkurang) ,:R,.,p"--. - - ---'4"'3""5,_,.7_.2,,,0"-'.0""0"'0,...,.0""0 
Jumlah setelah perubahan Rp. 44.147.495.556,00 
2 . Belanja Barang dan Jasa: 

- Semula Rp. 230.752.893.891,56 

- Bertambah/[berkurang) ,.R,.,p"--. ---='2"'.0'-"9_,_l-'-'. l'-"2'--'-I-'-'.5"'3"'0"-'.0=0 
Jumlah se telah perubahan Rp. 232.844.015.42 1,56 
3. Belanja Modal : 

-Semula Rp. 335.191.244.419,00 
- Bertambah/(berkurang) .,_{R,,p.,.. _ __,.I2 ... c;:4_,_7..,_2'--'. l'-"6"'6"--.1~7'--';5<>-,0,,_0,,_,) 

Jumlah setclah perubahan Rp. 322.719.078.224,00 

3. Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam La.rnpiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlakl t pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran 
Bupati Barito Utara ini dengan penempatannya dalam Serita Dacrah Kabupaten Barito 
Utara . 

I DPPKA Pa, . X1timlbai.i 

•-~ekJa ' c- I " Kadi, ·- / . 
~dis ' --K111bid I , I 
1<a,1 ,0,. • 

i f'clak$&0a r 

Diundangkan di Muara Teweh 
pada tanggal 17 Juni 2016 

SEKRETARIS DAERAH , 

~ 
~IDIN 

' 
• 
I 

Dite-tapkan di Muara Teweh 
pada tanggal 17 Juni 2016 

BUPATI BARITO UTARA, 

1.2~~ ... 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR .1..'( 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM , 

F.JAUZI 
NJP. 19710921 199803 l 004 

s 


